
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pemhangunan Nasional

Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

1.

,

3.

bahwa dalam rangka identifikasi potensi dan lokasi dari energi
baru dan terbarukan (EBT) dan selanjutnya pengembangan EBT

tersebut, perlu dilakukan koordinasi strategis dalam penyusunan

kajian pada perwllayahan Energi Baru dan Terbarukan dengan
me ngopt i nr alkan kajian y ang sudah d i I aku kan oleh K / L;

bahw a ber dasarkan pertimba ngan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perwllayahan
P er enc anaan Pe nge mb angan E n e rgi B ar u dan T erb arukanl

bahwa pejabat dan pegawar yan1 namanya tercantum dalam
l,ampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anggota Tim Koordinasi Strategis Perwrlayahan Perencanaan

Pengemb angan Energi Baru dan T erbarukan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 201.4 tentang Anggatan

Pendapatan dan Belanja Ne5;ara Tahun Anggaran 201 5 (tembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana

telah diubah dengan tJndang -lJndang Nomor 3 Tahun 2015
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44,

Tambahanlrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 201'5 tentang Organisasi

Kementerian Negara;

4. Peratutan ...

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT
NOMOR KEP. 1 O4IM.PPN/HK/O 6 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERWILAYAHAN PERENCANAAN

PENGEMBANGAN EMRGI BARU DAN TERBARUKAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
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Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentang Kementerian

P et enc anaan P emb angunan Nasional ;

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
P er enc anaan P emb angunan Nasional;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

sebagarmana telah beberapakali diubah, terakhir dengan dengan
Peraturan Menteri Petencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun
2074;

7. Petaturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembanganan Nasional

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Petencanazn,

Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan

Anggaran1'

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TTNTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PERWILAYAHAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN

TTRBARUKAN.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perwilayahan Petencanaan

Pengembangan Energi Baru danTerbarukan untuk selanjutnya disebut

Tim Koordinasi Strategis EBT, dengan susunan keanggotaan

sebagaimanatercantumdalamLampfu anKeputusanini.

Tim Koordinasi Strategis EBT terdiri atas Tim Pengarah, Penanggwg

J aw ab, Tim Pelaks ana, T im Sekretariat dan T enaga Pendukung.

Tim Pengarahbefiugas:

a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas

Kementerian/kmbaga serta lintas Pemerintahan dalam proses

penyusunan Perwtlayahan Petencanaan Pengembangan Energi

Baru danTerbarukan;

b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan

tugasnya;

c. melaksanakan pengen dalian kegratan dan melakukan evahtasi atas

laporan Tim Pelaksana

KEEMPAT
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan, mengawasi,
membimbing, memantaukemajuan dan memberi saran pemecahan atas

per masalahan pelaksanaan kegiatan.

Tim Pelaksana terdlri dari a) Koordinasi Lintas Kementerian dan b)
Kordinasi Penyrapan Materi dan Kajran.

Tim Pelaksana Koordinasi Lintas Kementerian bertugas :

a. melakukan koordinasi dengan Kementerian/kmbaga dan

Pemerintah Daerah dalam identifikasi potensi Energi Baru dan

Terbarukan yan9 sudah dilakukan oleh masing-masing
Kementeria n / l-embaga dan Pemerrntah D aerah;

b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri
P er enc anaan P emb angunan Nasi onal / Kep ala B adan P er enc anaan

Pembangunan Nasion al melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

P elaksana Koordinasi P enyrapan Materi dan liajian bertugas:

a. melakukan analisis potensi EBT tersebut dan mensinergikan

rencana pengambangan EBT dari Kementerian/lembaga dan

Pemerintah D aer ah tersebut;

b. melakukan reviu atas draft laporan kajian terhadap hasil analisis

EBT yang disusun oleh Tim Kesekretariatan dan selanjutnya

menyusun lapor anny a dalam konteks perwilay ahan perenc anaan

pengembangan EBT;

c. melakukan peftemuan rutin untuk membahas perkembangan

penyusuna n laporan bercama dengan Tim Kesekr etariatan.

Tim Kesekr etariatan bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana atau tugas lainnya
y ang drberikan oleh T rm P engarahl

b. mendokumentasikan setiap kegiatan yang dllaksanakan oleh Tim

Koordinasi Strategis EBT;

c. membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis EBT dalam

menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan

kajian;

d. melakukan pertemuan rutin untuk mebahas perkembangan

penyusuna n laporan bersama dengan Tim Pelaksana;

e. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang

dlberikanoleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

KESEMBILAN
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KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBEt.A.S

KEDUABELAS

Tenaga Pendukung bertugas :

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah,, Tim Pelaksana dan
Tim Kesekretariatan dalam menyiapkan bahan untuk men)'usun
laporan;

b. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pengarah,
Tim Pelaksana dan Tim Kesekretariatan.

Untuk keterpaduan dan kelancaran kegiatan koordinasi, Penanggung

Jawab dapat membentuk Tim Kelompok Kerja Teknis dan Panel Pakar

untuk mendukung kegiatan Koordinasi Strategis Perwilayahan
Perencanaan Pengembangan Energi Baru dan Terbantkan.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi Strategis EBT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggarun 201.5.

Keputusan ini berlaku sejak tanSSal ditetapkan, dan berlaku surut sejak

tan4gal 4 Mei 201 5.

MENTERI PEPJNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGI.'NAN NASIONAL,

ANDRINOFA. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

ttd

Emmy Su,'k/

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015



SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERWILAYAHAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN

ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

A. TMPENGARAH

Ketua

Sekretaris I

Sekretaris ll (mer angkap
sebagai Anggota)

Anggota

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Alam,
Lingkungan Hidup, dan Pentbahan Iklim, Kementerian
PPN/Bappenas.
1. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian

PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian

PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan

Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Staf Ahli BidanS Ekonomi dan Pembiayaan

Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman,

Kementerian PPN/ Bappenas;
7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri;
8. Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM;
9. Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konserrrasi

Energi, Kementerian ESDM;
10. Kepala Badan Litbang, Kementerian ESDM;
11. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian

KeuanSal'U
72. Depati Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa,

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
13. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Dayal

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi;

1.4. Kepala Badan Informasi Geospasial;
15. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,

Teknologi, dan Pendidlkan Tinggi, Kementerian
fustek dan Dikti;

16. Eva Kusuma Sundari, Staf Khusus Menteri PPN/
Kepala Bappenas;

17. Sonny H.B, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala
Bappenas.

C. TIM

SALINAN
LAMPIRAN
KDPUTUSAN MENTERI PPN/
KXPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 1 O4IM.PPN/HK / 06 / 20 15
TANGGAL 29JUNI 2015
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B. PENANGGUNGJAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TlM PELAKSANA

I. KOORDINASI LINTAS KEMENTERIAN

Koordinator Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Alam,
Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Kementerian
PPN/Bappenas.

Koordinator Berbasis
Perwrlayahan

Koordinator Berbasis
Lintas Sektoral

Anggota

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan
P ertamb angan, Kemen terian PPN / Bappenas.

Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika,
Kementerian PPN/Bappenas.

1. Direktur Industri, IKEK, Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian PPN/ Bappenas;

2. Direktur Pengembangan Wllayah, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya
Air, Kemen terian PPN/ Bappenasl

5. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal,
Kementerian PPN/ Bap penas;

6. Direktur Tata Ruang dan Peftanahan, Kementerian
PPN/Bappenas;

7. Direktur Panas Bumi, Kementerian ESDM;
8. Direktur Bio Energi, Kementerian ESDM;
9. Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan,

Kementerian ESDM;
70. Kepala Puslitbang Ketenagalistrikan, Energi Baru dan

Terbarukan dan Konversi Energi, Kementerian
ESDM;

11. Kepala Pusat KebijakanPembiayaan Perubahan Iklim
dan Multil ater al, Ke menteria n Keuanganl

12. Asisten Deputi Urusan SumberdayaMineral, Energi,
dan Lingkungan Hidup, Kementerian Desa,
P emb angunan D aer ah Te rti ngg al dan Tran s m igras i ;

13. Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi,
Kementerian Desa, Pembangunan D aer ah Tertinggal
dan Transmigrasi;

74. Kepala Balai Besar Teknologi Energi, BPPT;

15. Kepala Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi
Energi, Badan Pengkaj ian dan Pener apan Teknologi;

1 6. D i re kt ur T anaman T ahunan, Ke me nte r ian P ettanian;
17. Direktur Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan

dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
18. Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan,

Kementerian PPN/ Bap penas;
19. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan

Informasi Geospasial.

II KOORDINASI ...
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II. KOORDINASI
PEI{YIAPAN MATERI
DAN KAJIAN

D. TIM SEKRETARIAT

E. TENAGAPENDUKUNG

1. Andianto Haryoko, ST, M.Si;
2. Ir. Antonaria, MAl
3. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc;
4. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D;
5. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D;
6. Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, M.Sc;
7 . Ir. Bastian, MBA;
8. Yusuf Suryanto, ST, M.Sc;
L Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D;
10. Muh. Asrofi, ST, M.Sc;
11. AnanS Budi Gunawan, SE, M.Econ;
12. Istasius Angger Anindito, SE, MA.

l. Asep Sukmayadi, ST, MTI
2. Budi Cahyono, S, Sos;
3. Wahyu Wijayanto, SIP, MA;
4. Jayanti Maharani, STl
5. Dwi Rahayuningsih, SE.

1. Mirza, S.Kom;
2. ASus Setyo Raharjo;
3. Ikmila Nahdira, SIA.

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI^A, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

-/ d.-
Emmy Suparmi/un

ttd

ANDRINOTA. CHANI,AGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


